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Abstract 

 
General Background: National health insurance programs create complex legal relationships between 

healthcare providers and purchasing institutions, particularly regarding reimbursement and 

accountability. Specific Background: Private hospitals operating under Indonesia's National Health 

Insurance program face contractual and regulatory challenges, illustrated by two disputes involving RSIA 

Tiara and BPJS Kesehatan concerning retrospective claim deductions and cesarean section 

reimbursement audits. Knowledge Gap: Existing regulatory arrangements leave questions regarding 

contractual authority, administrative accountability, medical assessment standards, and dispute 

resolution procedures. Aims: This study examines hospital business challenges and formulates legal 

recommendations using normative juridical research supported by statutory, case, and conceptual 

approaches grounded in Wolfgang Friedmann's functional critical legal theory. Results: Five 

interconnected challenges were identified: asymmetric hybrid legal relationships, regulatory uncertainty, 

potential escalation of administrative disagreements into fraud allegations, inadequate dispute resolution 

mechanisms, and tensions between administrative and clinical assessments. Retrospective deductions 

and contemporary reimbursement audits require distinct legal evaluations. Novelty: The study applies 

Friedmann's functional legal perspective to distinguish contractual, regulatory, and clinical dimensions of 

hospital reimbursement disputes within a single analytical framework. Implications: Hospitals should 

strengthen contractual safeguards and clinical documentation, while regulators should establish 

transparent audit procedures, independent dispute resolution mechanisms, and appropriate clinical 

review standards to support legal certainty and institutional accountability. 

 
Highlights: 

 

• Hybrid contractual arrangements create asymmetric authority between providers and purchasing 

institutions. 

• Retrospective deductions and surgical reimbursement audits raise distinct questions of legality. 

• Five interconnected challenges demonstrate the need for independent review and transparent 
procedures. 

 
Keywords: JKN, BPJS Kesehatan, Hospitals, Claim Disputes, Friedmann’s Legal Theory 
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Pendahuluan  

Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014 telah mengubah pola pembiayaan dan struktur pendapatan 
rumah sakit di Indonesia. Bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebagian besar pendapatan tidak lagi 
sepenuhnya bergantung pada penetapan harga layanan oleh rumah sakit, melainkan pada pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan 
sebagai pembeli layanan kesehatan yang dominan. Besaran pembayaran tersebut ditentukan melalui sistem Indonesian Case Based 
Groups (INA-CBG), sehingga tarif pelayanan pada dasarnya mengikuti standar pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah, bukan 
berdasarkan biaya yang secara mandiri dihitung dan ditentukan oleh rumah sakit [1].  

Kondisi tersebut menempatkan rumah sakit pada posisi yang cukup kompleks. Di satu sisi, rumah sakit tetap harus menanggung 
berbagai risiko yang berkaitan dengan penyediaan layanan kesehatan, mulai dari risiko klinis, kebutuhan tenaga medis, pengadaan 
obat dan alat kesehatan, hingga investasi dan pemeliharaan fasilitas. Di sisi lain, ruang rumah sakit untuk menentukan nilai ekonomis 
atas layanan yang diberikan menjadi terbatas karena besaran klaim, mekanisme verifikasi, serta ketentuan mengenai pelayanan dan 
kelas perawatan berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan yang ditetapkan di luar rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit 
tidak sepenuhnya memiliki kendali atas hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan dan penerimaan yang 
diperoleh dari pelayanan tersebut. 

Persoalan semakin terlihat ketika tarif INA-CBG tidak sepenuhnya mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan rumah sakit. Apabila 
biaya penyelenggaraan suatu tindakan lebih tinggi daripada nilai klaim yang dibayarkan, maka terdapat selisih yang pada praktiknya 
harus ditanggung oleh rumah sakit. Kondisi ini dapat memberikan tekanan terhadap keberlanjutan keuangan rumah sakit, khususnya 
pada tindakan medis dengan kebutuhan sumber daya yang relatif besar, seperti sectio caesarea. Dengan demikian, penerapan sistem 
JKN tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap struktur 
risiko dan beban ekonomi yang harus dikelola oleh rumah sakit [2]. 

Pada saat struktur pembiayaan rumah sakit mengalami perubahan, kerangka hukum yang mengaturnya juga mengalami 
perkembangan yang cukup cepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencabut Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan menempatkan pengaturan mengenai rumah sakit dalam kerangka hukum kesehatan yang lebih 
luas. Perubahan tersebut kemudian diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang mendorong penerapan Kelas Rawat 
Inap Standar (KRIS), sehingga rumah sakit perlu menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas rawat inap dengan standar 
yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit hadir dengan 
mengonsolidasikan berbagai ketentuan mengenai perumahsakitan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah peraturan. 

Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya menghadapi persoalan efisiensi dan keberlanjutan 
pembiayaan, tetapi juga tuntutan untuk terus menyesuaikan kegiatan operasionalnya dengan perkembangan regulasi. Perubahan 
norma dapat memengaruhi tata kelola, standar pelayanan, fasilitas, hubungan dengan pasien, hingga pola pembiayaan dan kerja sama 
dengan pihak pembayar. Dalam kondisi demikian, pengelolaan rumah sakit berlangsung di tengah lingkungan hukum yang dinamis, 
sehingga setiap keputusan bisnis dan operasional harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga kepatuhan 
terhadap ketentuan yang terus berkembang. Dengan kata lain, rumah sakit dituntut untuk menjaga keberlanjutan usahanya tanpa 
kehilangan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan norma yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

RSIA Tiara, rumah sakit ibu dan anak swasta di Tangerang, saat ini berada dalam dua sengketa dengan BPJS Kesehatan Cabang 
Tigaraksa. Keduanya memperlihatkan persoalan yang lebih luas: sejauh mana rumah sakit mitra terlindungi secara hukum ketika 
pembeli tunggal menafsirkan dan menegakkan aturannya sendiri. Berdasarkan latar tersebut, dirumuskan dua permasalahan: (1) 
bagaimana konstruksi hubungan hukum rumah sakit swasta–BPJS Kesehatan serta tantangan hukum bisnis perumahsakitan yang 
timbul di era JKN, sebagaimana tampak pada sengketa RSIA Tiara; dan (2) bagaimana strategi hukum dan rekomendasi kebijakan 
untuk menghadapi tantangan tersebut.  

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 
mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan rumah sakit, pembiayaan pelayanan kesehatan, serta hubungan hukum 
antara rumah sakit dan pihak terkait. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah permasalahan berdasarkan fakta dan kronologi 
yang disampaikan oleh pihak RSIA Tiara, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun analisis berdasarkan 
konsep dan prinsip hukum yang relevan. Data mengenai kasus diperoleh dari kronologi yang disampaikan oleh pihak RSIA Tiara dan 
selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang 
relevan. 

Pendekatan Friedmann. Wolfgang Friedmann tidak menawarkan satu mazhab, melainkan metode: setiap konsep hukum diuji 
terhadap kondisi sosial-ekonomi nyata, dan hukum dipahami secara relativis-fungsional [3]. Tiga gagasannya dipakai di sini. 
Pertama, kritik atas formalisme yang menyamarkan pilihan nilai—istilah yang tampak teknis seperti “standar tarif”, “verifikasi 
administratif”, dan “kelebihan bayar” sesungguhnya menentukan siapa yang menanggung risiko. Kedua, fungsi nyata institusi hukum: 
mengikuti Karl Renner, bentuk hukum (kontrak) dapat tetap sama sementara fungsi sosial-ekonominya berubah; perjanjian kerja 
sama (PKS) berbentuk kontrak tetapi isinya banyak ditentukan regulasi [3]. Ketiga, fungsi kreatif hakim yang mengisi kekosongan 
lewat penafsiran dan public policy—relevan karena forum sengketa klaim JKN belum tegas. Kerangka ini bertaut dengan persoalan 
legitimasi norma: pedoman teknis pembeli baru sah mengikat bila memiliki dasar delegasi yang jelas dalam hierarki peraturan (Pasal 
8 UU Nomor 12 Tahun 2011). 

Konstruksi hubungan hukum. Hubungan rumah sakit–BPJS Kesehatan berlapis: norma publik di atas, dan PKS yang mengikat 
secara privat di bawah [4]. UU Nomor 24 Tahun 2011 memberi BPJS kewenangan menyepakati pembayaran yang mengacu pada 
standar tarif pemerintah, sehingga ruang tawar rumah sakit atas harga sempit sejak awal [5]. Sejumlah studi menunjukkan hubungan 
ini secara empiris timpang dan rawan sengketa, baik menyangkut keadilan akses maupun pemenuhan hak rumah sakit [6], [7]. 
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Instrumen yang relevan. Permenkes 6/2026 (ditetapkan 4 Juni 2026, berlaku 12 Juni 2026) mencabut 21 peraturan—antara lain 
Permenkes 3/2020 tentang klasifikasi dan perizinan serta Permenkes 4/2018 tentang kewajiban rumah sakit—dan menata ulang 
penyelenggaraan, perizinan berbasis risiko, klasifikasi (paripurna, utama, madya, dasar), tata kelola, peningkatan mutu, pendanaan, 
dan sanksi. Pasal 36 menegaskan kewajiban memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif, serta 
menyelenggarakan rekam medis—kewajiban yang menjadi tumpuan pembuktian dalam sengketa klaim. Ketentuan pendanaan (Pasal 
70–72) menegaskan prinsip keterjangkauan, keadilan, dan keberlanjutan. Perpres 59/2024 mengatur kriteria KRIS (Pasal 46A) dan 
penerapannya (Pasal 103B), sementara Permenkes 3/2023 menetapkan tarif INA-CBG menurut kelas rumah sakit, regional, dan kelas 
rawat inap. Permenkes 16/2019 mendefinisikan fraud sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh 
keuntungan finansial dari JKN, dengan sanksi bertingkat. Perlu dicatat, pemerintah tengah mengalihkan dasar pembayaran dari INA-
CBG ke Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG), yang menambah ketidakpastian tarif bagi rumah sakit [8]. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Studi Kasus: RSIA Tiara 

RSIA Tiara merupakan rumah sakit ibu dan anak swasta di Tangerang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam hubungan kerja sama tersebut, 
terdapat dua sengketa yang berlangsung secara paralel antara RSIA Tiara dan BPJS Kesehatan. Meskipun keduanya sama-sama 
berkaitan dengan pembayaran klaim pelayanan kesehatan, karakter permasalahan hukum yang muncul berbeda sehingga 
memerlukan pendekatan analisis yang berbeda pula. 

Pertama, sengketa mengenai pemotongan klaim periode 2021–2022. BPJS Kesehatan melakukan pemotongan terhadap 
pembayaran klaim RSIA Tiara yang berkaitan dengan penurunan kelas kamar. Tindakan tersebut kemudian dipersoalkan oleh RSIA 
Tiara karena menyangkut klaim atas pelayanan yang telah terjadi pada periode sebelumnya. RSIA Tiara telah menyampaikan somasi 
kepada BPJS Kesehatan yang diterima pada 14 September 2026, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari sampai dengan 28 
September 2026. Permasalahan hukum dalam sengketa ini terutama berkaitan dengan dasar kewenangan BPJS Kesehatan dalam 
melakukan pemotongan terhadap klaim yang telah terjadi, dasar hukum yang digunakan untuk melakukan koreksi terhadap klaim 
periode 2021–2022, serta persoalan mengenai kepastian hukum apabila ketentuan atau standar yang dijadikan dasar pemotongan 
baru diberlakukan setelah pelayanan dan proses klaim berlangsung. 

Dengan demikian, sengketa pertama memiliki karakter retrospektif, karena tindakan koreksi atau pemotongan dilakukan terhadap 
klaim yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada periode yang telah lampau. Persoalan tersebut perlu dianalisis dengan 
memperhatikan asas kepastian hukum, asas non-retroaktif, serta prinsip bahwa perubahan kebijakan atau ketentuan tidak 
seharusnya secara serta-merta membebani suatu hubungan hukum yang telah terjadi apabila tidak terdapat dasar hukum yang secara 
jelas memberikan kewenangan tersebut. Selain itu, perlu dikaji pula apakah sejak awal terdapat klausul dalam perjanjian kerja sama 
atau ketentuan program JKN yang memberikan kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan koreksi atau pemotongan 
terhadap klaim tersebut setelah jangka waktu tertentu. 

Kedua, sengketa mengenai audit klaim sectio caesarea (SC) tahun 2026. Dalam sengketa ini, BPJS Kesehatan menyatakan 
terdapat kelebihan pembayaran atas klaim tindakan SC yang telah dibayarkan kepada RSIA Tiara dan kemudian meminta 
pengembalian atas pembayaran tersebut. RSIA Tiara telah menyampaikan keberatan pada 14 September 2026. Namun, tanggapan 
BPJS Kesehatan yang disampaikan pada 24 September 2026 tidak memberikan jawaban terhadap substansi keberatan yang diajukan 
oleh RSIA Tiara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar dan mekanisme penetapan adanya kelebihan bayar serta 
parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan SC tidak layak atau tidak sepenuhnya dapat dibayarkan melalui 
mekanisme klaim JKN. 

Berbeda dengan sengketa pertama, sengketa kedua memiliki karakter kontemporer, karena berkaitan dengan pelaksanaan audit 
dan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan tahun 2026. Oleh karena itu, titik persoalan hukumnya bukan terutama mengenai 
pemberlakuan ketentuan secara surut, melainkan mengenai kewenangan, standar, parameter, dan prosedur audit klaim. 
Hal yang perlu dikaji antara lain pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa tindakan SC tidak memenuhi kriteria 
pembayaran, dasar medis dan administratif yang digunakan dalam penilaian, standar atau pedoman yang menjadi tolok ukur, serta 
prosedur yang harus ditempuh sebelum suatu klaim dinyatakan sebagai kelebihan bayar dan diminta untuk dikembalikan oleh rumah 
sakit. 

Kedua sengketa tersebut pada dasarnya mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam pelaksanaan program JKN, khususnya pada 
tahapan pending claim, verifikasi, dan audit pascaklaim. Dalam praktiknya, permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan 
kelengkapan dokumen pelayanan, kesesuaian dokumen pendukung, ketepatan diagnosis dan tindakan, serta akurasi pengodean 
(coding) yang menjadi dasar pembayaran klaim. Namun, adanya mekanisme verifikasi dan audit tidak dengan sendirinya berarti 
bahwa setiap hasil koreksi BPJS Kesehatan dapat diterima tanpa pengujian. Setiap koreksi klaim tetap harus memiliki dasar 
kewenangan yang jelas, menggunakan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan melalui prosedur yang 
memberikan kesempatan kepada fasilitas kesehatan untuk mengetahui dasar koreksi dan menyampaikan keberatan. 

Dengan demikian, kedua sengketa RSIA Tiara dan BPJS Kesehatan perlu dipisahkan berdasarkan karakter dan isu hukumnya. 
Sengketa pertama berfokus pada legalitas pemotongan klaim periode 2021–2022, khususnya mengenai dasar kewenangan, 
kepastian hukum, dan kemungkinan penerapan ketentuan secara retrospektif. Sementara itu, sengketa kedua berfokus pada 
legalitas audit klaim SC tahun 2026, terutama mengenai kewenangan BPJS Kesehatan, standar penilaian medis dan administratif, 
serta prosedur penetapan kelebihan bayar. Pemisahan tersebut penting agar analisis tidak mencampuradukkan persoalan perubahan 
atau penerapan ketentuan terhadap klaim masa lalu dengan persoalan pengawasan dan audit terhadap klaim yang sedang berjalan 
[9], [10], [11]. 

B. Analisis: Lima Tantangan Hukum 
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1. Hubungan hukum hibrida dan asimetri posisi. PKS berbentuk kontrak dan tunduk pada Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi 
tarif, kriteria klaim, dan prosedur verifikasi ditentukan norma publik dan pedoman teknis. Dalam analisis fungsional Friedmann, 
bentuk kontrak bertahan sementara fungsinya bergeser menjadi kontrak baku yang diatur; argumen pacta sunt servanda semata 
menjadi lemah bila PKS mengacu pada pedoman yang dapat diubah sepihak. Pertanyaan kunci pada Sengketa 1: apakah PKS 
2021–2022 memuat dasar pemotongan retrospektif yang berasal dari norma yang berlaku saat layanan diberikan [12]. 

2. Ketidakpastian norma. Perubahan beruntun—Permenkes 3/2023, Perpres 59/2024, UU 17/2023, Permenkes 6/2026, dan 
transisi ke iDRG—menghadirkan antinomi stabilitas versus perubahan. Rumah sakit mengambil keputusan investasi jangka 
panjang, misalnya renovasi kamar untuk KRIS, di atas norma yang tenggatnya bergeser. Pada Sengketa 1, penurunan kelas kamar 
berdampak langsung pada tarif karena INA-CBG berbeda menurut kelas; yang harus dibuktikan adalah norma mana yang berlaku 
saat layanan dan siapa yang menanggung selisih. 

3. Pergeseran ke tuduhan kecurangan. Permenkes 16/2019 mensyaratkan unsur kesengajaan untuk fraud. Kelebihan bayar 
akibat perbedaan tafsir koding, kelengkapan berkas, atau indikasi medis belum otomatis fraud [13]. Risikonya besar: bila audit 
SC dibingkai sebagai indikasi kecurangan, sanksi dapat meluas hingga pengembalian dana dan pemutusan kerja sama [14]. Karena 
itu rumah sakit perlu menegaskan sejak awal bahwa perkara ini adalah perbedaan interpretasi klaim, bukan kesengajaan—
sekaligus mendorong penguatan sanksi agar tidak menjerat ranah administratif secara berlebihan [15]. 

4. Lemahnya forum sengketa klaim. Balasan BPJS pada 24 September 2026 yang tidak menjawab substansi memperlihatkan 
celah ini: dalam regulasi yang ditelaah tidak ditemukan kewajiban tegas bagi pembeli untuk menjawab keberatan secara substantif 
dalam batas waktu tertentu. Jalur yang tersedia bergantung pada klausul PKS [isi: klausul penyelesaian sengketa]. Literatur 
menyarankan penguatan penyelesaian sengketa alternatif—khususnya mediasi—yang kini juga diperluas oleh UU 17/2023 [16]. 
Bila ditempuh jalur perdata, dua dalil yang lazim diuji adalah wanprestasi (setelah somasi) dan perbuatan melawan hukum; status 
BPJS sebagai badan hukum publik membuka pertanyaan forum yang belum tuntas dan perlu kajian lanjutan [17]. 

5. Tegangan penilaian administratif versus indikasi medis. Klaim SC mengandung penilaian klinis. Bila auditor 
administratif menyimpulkan SC “tidak sesuai” tanpa penilaian sejawat dokter spesialis obstetri dan ginekologi, timbul persoalan 
kewenangan dan legitimasi—dalam bahasa Friedmann, apakah standar formal boleh menyingkirkan pengetahuan objektif klinis. 
Studi menunjukkan biaya riil SC kerap melampaui tarif paket, sehingga selisih dan pertanyaan indikasi menjadi titik rawan [18], 
[19]. Bagi RSIA Tiara, rekam medis, partograf, dan justifikasi indikasi per kasus—yang kelengkapannya diwajibkan Pasal 36 
Permenkes 6/2026—menjadi alat pembuktian utama [20]. 

Simpulan 

Bisnis rumah sakit di era JKN menghadapi lima tantangan hukum yang saling terkait, dan dua sengketa RSIA Tiara menampilkannya 
sekaligus. Pendekatan Friedmann menunjukkan solusinya bukan memilih antara kepastian kontrak dan keberlangsungan dana JKN, 
melainkan mengelola tegangan itu melalui prosedur yang adil dan dapat diuji. 

Bagi rumah sakit: (1) kunci seluruh dokumen—PKS, bukti klaim 2021–2022, somasi, keberatan, balasan BPJS, dan hasil audit SC; 
(2) tempuh eskalasi berjenjang (tanggapan tertulis menuntut jawaban substantif → mediasi sesuai PKS → jalur peradilan dengan 
pendapat hukum tertulis); (3) pisahkan narasi agar perkara tidak bergeser menjadi fraud; (4) siapkan pembelaan klinis per kasus SC; 
(5) uji dasar hukum dan daluwarsa pemotongan 2021–2022; (6) negosiasikan PKS ke depan: batas waktu audit retrospektif, kewajiban 
menjawab keberatan, forum sengketa, dan pemisahan penilaian medis. 

Bagi regulator: perlu (1) forum penyelesaian sengketa klaim yang independen, berbatas waktu, dan berkewajiban menjawab 
substansi; (2) batas waktu audit retrospektif; (3) pelibatan penilai klinis sejawat dalam audit indikasi medis; serta (4) publikasi kriteria 
audit agar norma teknis memenuhi ukuran legitimasi dalam hierarki peraturan. Kajian lanjutan disarankan menguji putusan 
pengadilan mengenai sengketa klaim rumah sakit–BPJS dan status hukum tindakan BPJS Kesehatan. 
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